PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU
Jin.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 570/24 / IL /BPMP2T-PS/X /2016

TENTANG
IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS RANAH
AMPEK HULU OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG
BERLOKASI DI KAMPUNG TEBING TINGGI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN

Membaca : 1. Surat Permohonan Kepala DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor : 800/09/PL-P2B/VIII/2016 Tanggal 14 Oktober 2016
tentang Permohonan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan
Puskesmas Ranah Ampek Hulu Oleh DINAS KESEHATAN Kabupaten
Pesisir Selatan yang berlokasi di Kampung Tebing Tinggi Nagari Tebing
Tinggi Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir
Selatan.
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
. 660/36/TL-PHL/BLH-PS/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang
Rekomendasi Rencana Kegiatan Pembangunan Puskesmas Ranah Ampek
. Hulu Oleh DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan Yang
berlokasi di Kampung Tebing Tinggi Nagari Tebing Tinggi Kecamatan
Ranah Ampek Hulu Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas lahan sebesar
+ 8.100 M? dan luas bangunan sebesar + 1.269,8 M

o

Menimbang : a. Bahwa Rencana Kegiatan Pembangunan Puskesmas Ranah Ampek Hulu
oleh DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan yang berlokasi di
Kampung Tebing Tinggi Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Ranah Ampek
Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Kegiatan yang wajib
memiliki Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL)

b. Bahwa dalam rangka pengendalian dampak terhadap lingkungan akibat
dari Rencana kegiatan pembangunan Puskesmas Ranah Ampek Hulu oleh
DINAS KESEHATAN Kabupaten pesisir Selatan yang berlokasi di
Kampung Tebing Tinggi Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Ranah Ampek
Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagaimana dimaksud dalam
huruf a,sebagai salah satu bagian dari study Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup (AMDAL) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ( RKL-RPL)

¢. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
dan Huruf b, perlu memberikan (lzin Lingkungan terhadap Kegiatan
Rencana Pembangunan Puskesmas Ranah Ampek Hulu yang berlokasi di
Kampung Tebing Tinggi Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Ranah Ampek
Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dan menetapkannya dengan
Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

Mengingat . 1. Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalarn Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang
- Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957), Undang- Undang Nomor 58 tahun 1958
(Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;




. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;

4. Undang — Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja;

. Undang ~ Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

. Undang ~ Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

. Unadang — Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;

. Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

9. Undang - Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 tahun 1990 tentang Kualitas Air
Bersih,

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :147/Menkes/Per/I/2000 Tentang
Perizinan Rumah Sakit;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 Tentang
Pedoman teknis 1zin Mendirikan Bangunan Gedung;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48,Tambahan lembaran Negara
Nomor 5285);

14. Peraturan Menteri Negara Lingkunagn Hidup Nomor 13 tahun 2010
tentang Pedoman Pelaksanaan UKL/UPL;

15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012
Tentang jenis rencana Usaha Dan Atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,

16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012
tentang Pedoman penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013
tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan
Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;

18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1980 Tentang K3 Pada
Kontruksi Bangunan;

19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012
tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis dampak
Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan ;

20.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-
48/MENLH/X1/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2005 tentang
Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (SITU/HO) dalam Kabupaten
Pesisir Selatan;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan;

24, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana tata Ruang Wilayah kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu ( Izin Gangguan );

26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 570/ 355/ KPTS/ BPT - PS/ 2015

tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang
Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
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27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 tahun 2015 tentang
Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal,
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Memberikan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Puskesmas
Airpura Oleh DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan Kepada :
Nama Perusahaan/ :  Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Instansi

Jenis Usaha dan / . Pembangunan Puskesmas Ranah Ampek Hulu
Kegiatan

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir
Selatan

Alamat Kantor . Jalan H.Agus Salim Painan Kabupaten Pessel

Telp/fax : (0756)21218

Lokasi Kegiatan ¢ Kampung Tebing Tinggi Nagari Tebing Tinggi
Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
Kabupaten Pesisir Selatan

Luas Lahan : = 8.100 M2

Luas Bangunan ¢+ 1.269,8 M

Ruang Lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini meliputi :
Survey dan Investigasi .
Sosialisasi Rencana Kegiatan
Pembebasan Lahan
Pengukuran dan Pematokan Lahan
Rekrutmen Tenaga Kerja
Mobilisasi Peralatan dan Material Konstruksi
Cut and Fill
Pekerjaan Kontruksi Fisik Bangunan
Tahap Operasional
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan  melaksanakan kegiatan
wajib memiliki Izin PPLH seperti :
1. Memilik Izin Penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3)
2.Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair Kebadan Air ( IPLC)
3.Mengurus Izin usaha dan/atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya ;

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan diwajibkan untuk
menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam dokumen Final Amdal setiap 6 (enam) bulan sekali
sejak ditetapkan Keputusan ini Kepada Gubemur Propinsi Sumatera Barat up.
Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat dan Bupati Kabupaten Pesisir
Selatan up Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan .

Masa berlaku izin lingkungan ini sama dengan masa berlakunya masa izin usaha
dan / atau kegiatan.

Penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan wajib mengajukan permohonan
perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan atau
kegiatannya sesuai dengan Peraturan Perundang — Undangan yang berlaku.




KETUJUH :  Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan / atau kegiatan, timbul dampak
lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola pemrakarsa wajib
melaporkan kepada instansi terkait.

KEDELAPAN : Lampiran | dan Lampiran II Keputusan ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati Pesisir Selatan ini, dan permohonan
perpanjangan izin di ajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KESEMBILAN . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal : (8 Oktober 2016

A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
ERIZINAN TERPADU
RESISIR SELATAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1bu menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rl di Jakarta;

Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang

Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

Bapak Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat di Padang

Sdr. Ka. Badan Lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan di Painan .
Sdr .Camat Ranah Ampek Hulu
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